
BUPATI GARUT,

: a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah rnenetapkan
Peraturan Bupati Garut Nornor 46 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Garut;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Garut
Nornor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Garut Nornor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kernbali
dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
DewanPerwakilanRakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950· tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
ProvinsiJawa Barat (BeritaNegaraTahun 1950)sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
LernbaranNegaraRepublikIndonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisrne(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nezara
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5879);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentan,
Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 'Tahun -2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);
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Pasal!
DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah KabupatenGarut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangandaerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraPemerintahanDaerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRDdalam
penyelenggaraanurusan pemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KabupatenGarut.

8. Sekretaris DPRDadalah Sekretaris DPRDKabupatenGarut.
9. TenagaAhliadalah TenagaAhUDPRDKabupatenGarut.
10. KelompokPakar adalah KelompokPakar DPRDKabupatenGarut.
11. KelompokJabatan Fungsional adalah KelompokPegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenanguntuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian
atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BABI

KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016Nomor9);

13.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(BeritaDaerah KabupatenGarut Tahun 2019Nomor139);
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Pasa13
(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas merrnmpm, membina dan

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian
pelayanan administratif kepada Pimpinandan anggotaDPRD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris DPRDmempunyaifungsi:
a. penyelenggaraanadministrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraanadministrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasipenyelenggaraanrapat DPRD;dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan kelompok pakar yang

diperlukan olehDPRD;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Sekretaris DPRDadalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan DPRD;
b. menyelenggarakanadministrasi keuangan DPRD;
c. menyelenggarakanfasilitasi rapat DPRD;

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasa12
(1) Sekretariat DPRDmerupakan unsur pelayanan terhadap DPRD,dipimpin oleh

Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.

(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli dan kelompok pakar yang diperlukan oleh
DPRD.

(3) Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan OrganisasiPerangkatDaerah KabupatenGarut.

(4) Struktur Organisasi Sekretariat DPRDadalah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan
KeduaAtas Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan OrganisasiPerangkat Daerah KabupatenGarut.

Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD

BABII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dalam bidang tata
usaha dan kepegawaian, protokol dan perlengkapan;

b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum dalam bidang tata
usaha dan kepegawaian, protokol dan perlengkapan;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja
sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan pengelolaan administrasi umum dalam bidang tata
usaha dan kepegawaian, protokol dan perlengkapan;

b. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum dalam bidang tata
usaha dan kepegawaian, protokol dan perlengkapan;

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala 8agian Umum, membawahkan:

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Subbagian Perlengkapan; dan

c. Subbagian Protokol.

Pasa14
(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD,mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
kehumasan dan dokumentasi dan perpustakaan, perlengkapany aset dan
rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan
pegawai serta administrasi kepegawaiannya.

Bagian Ketiga
Bagian Umum

(4) Sekretaris DPRD,membawahkan:

a. Bagian Umum;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Hukum dan Persidangan;

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan kelompok pakar yang
diperlukan oleh DPRD;

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa16
(1) Subbagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan berdasarkan rencana kerja
bagian.

PasalS
(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha dan
kepegawaian berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha, persuratan, dan kepegawaaian;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha dan
kepegawaiaan;

d. me1aksanakan pengelolaan kearsipan;

e. me1aksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danj atau
lembaga./organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
serta upaya tindak lanjut;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

J. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasa17
(1) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keprotokolan berdasarkan
rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Protokolmempunyai fungsi:

a. perencanaan Kegiatan pengelolaan keprotokolan;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

J. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjataulaing. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagaj organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

b. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi serta penghapusan perlengkapanj aset;

c. menyiapkanbahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
sarana dan prasarana penunjang tugas.

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban
dan keamanan ruang kerja serta lingkungannya;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengurusan pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi
serta usulan penghapusan barang milik daerahj aset daerah;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Subbagian Perlengkapan;

b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Perlengkapan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perlengkapan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perlengkapan adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan me1aksanakan penyusunan rencana kerja
subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

(2)
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Pasa18
(1) 8agian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 8agian yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan umum di bidang keuangan
berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala
8agian Keuangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan pengelolaan urusan keuangan Sekretariat DPRD;
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan Sekretariat DPRD;

Bagian Keempat
Bagian Keuangan

J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

1. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjataulainh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagaj organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

b. pelaksanaan Kegiatan pengelolaan keprotokolan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan pengelolaan keprotokolan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Protokol adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan tata keprotokolan dalam rangka penyambutan tamu DPRD
dan Sekretariat DPRD;

c. menyiapkan bahan koordinasi danj atau fasilitasi kerotokolan;

d. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan DPRD;

e. menginformasikan jadwal dan kegiatan DPRD;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan DPRD;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

8



Pasa19
(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawabkepada KepalaBagian
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan anggaran
berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Perencanaan dan Anggaranmempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan

Anggaran;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

subbagian berdasarkan sasaran , kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan anggaran Sekretariat
DPRDyang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA),dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran(DPA);

c. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasiRencana
Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA)Sekretariat DPRD;

d. melaksanakan teknis pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat
DPRD;

d. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(4) KepalaBagianKeuangan,membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;dan
b. SubbagianVerifikasi,Akuntansi dan Pelaporan.

e.

d.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan keuangan
Sekretariat DPRD;
pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaBagian Keuanganadalah sebagai berikut:
a. merencanakan pengelolaanurusan keuangan Sekretariat DPRD;
b. melaksanakan pengelolaanurusan keuangan Sekretariat DPRD;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan keuangan

Sekretariat DPRD;
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PasallO

(1) Subbagian Verifikasi,Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
subbagian yang berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Kepala8agian
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan verifikasi,akuntansi
dan pelaporan berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala
SubbagianVerifikasi,Akuntansi dan Pelaporanmempunyaifungsi:
a. perencanaan kegiatanSubbagianVerifikasi,Akuntansidan Pelaporan;
b. pelaksanaan kegiatanSubbagianVerifikasi,Akuntansidan Pelaporan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Verifikasi,

Akuntansi dan Pelaporan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat OPRO;

b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Sekretariat
DPRD;

c. melaksaanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan
Sekretariat DPRD;

d. menyusun bahan evaluasi rencana kerja Sekretariat OPRD;
e. menyusun bahan laporan SistemPengendalianIntern Pemerintah (SPIP);
f. menyusun bahan laporan keuangan SekretariatDPRD;
g. melaksanakan verifikasipertanggungjawabankegiatan SekretariatDPRD;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

dari/ataug. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

h. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

j. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

e. menyusun perjanjiankinerja SekretariatOPRO;
f. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
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Pasalll
(1) Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD,mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan umum di bidang
hukum dan persidangan berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala
BagianHukum dan Persidanganmempunyai fungsi:
a. perencanaan pengelolaan urusan pemerintahan umum di bidang hukum

dan persidangan;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan umum di bidang hukum

dan persidangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemerintahan
umum di bidang hukum dan persidangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaBagianHukum dan Persidanganadalah sebagaiberikut:
a. merencanakan Pengelolaanurusan pemerintahan umum di bidang hukum

dan persidangan;
h. melaksanakan Pengelolaanurusan pemerintahan umum di hidang hukum

dan persidangan;

Bagian Kelima
Bagian Hukum dan Persidangan

q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjataum. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

n. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

o. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

h. menyiapkanbahan dan melaksanakan verifikasipelaksanaan anggaran;
1. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan akuntasi

dan verifikasi;
J. menyusun bahan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD);
k. menyusun bahan LaporanKegiatanPertanggungjawaban(LKPJ);
1. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
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Pasa112
(1) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hukum dan
perundang-undangan berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Subbagian Hukum dan Perundang-undangan;

b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Hukum dan Perundang-undangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Hukum dan
Perundang-undangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Hukum dan Perundang-undangan, adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dan memfasilitasi
pembahasan produk hukum;

c. menyiapkan bahan penjelasan kepada DPRD dalam proses pembahasan
produk hukum;

d. menyiapkan bahan administrasi pembahasan produk hukum;

e. memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai
media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan dokumentasi produk
hukum DPRDdan dokumentasi hukum lainnya;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penomoran produk hukum DPRD
dan dokumentasi hukum lainnya;

1. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan oleh atasan
dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit pada Sekretariat
DPRD dan Perangkat Daerah Kabupaten terkait sesuai dengan
kewenangannya;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan urusan pemerintahan
umum di bidang hukum dan persidangan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:

a. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan; dan

b. Subbagian Persidangan.

12



Pasal13
(1) Subbagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan persidangan berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Persidangan mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Subbagian Persidangan;

b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Persidangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Persidangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Persidangan adalah sebagai berikut;

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan rapat paripuma,
dan rapat alat kelengkapan;

c. menyusun analisis bahan pelaksanaan kode etik Badan Kehormatan
DPRD;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan rapat
paripuma;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau
Iembagay organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

o. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

darr/ataum. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

k. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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Pasal14
(1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasandipimpin oleh seorang Kepala

Bagianyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD,
mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
pemerintahan umum di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan
berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD.

(2) Dalammenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BagianFasilitasi Penganggarandan Pengawasanmempunyai fungsi:
a. perencanaan pengelolaanurusan pemerintahan umum di bidang fasilitasi

penganggaran dan pengawasan;
b. pelaksanaan pengelolaanurusan pemerintahan umum di bidang fasilitasi

penganggaran dan pengawasan;
c. pe1aksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemerintahan

umum di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan adalah
sebagai berikut:
a. merencanakan pengelolaan urusan pemerintahan umum di bidang

fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
b. melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan umum di bidang

fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan pemerintahan

umum di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan bagian tugasnya.

8agian Keenam
Bagian Fasllitasi Penganggaran clan Pengawasan

g. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

j. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

1. me1aksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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darr/ataulainh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagaJorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

PasallS
(1) Subbagian Dukungan Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Dukungan Penganggaran, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dukungan penganggaran berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Dukungan Penganggaran mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan pengelolaan administrasi Subbagian Dukungan

Penganggaran dalam rangka fasilitasi kegiatan dan program kerja alat
kelengkapan DPRD;

b. penyusunan bahan pokok pikiran DPRD;
c. penysunan perencanaan pembahasan KUAPPASAPBD;
d. penyusunan bahan pembahasan APBD;
e. penyusunan perencanaan pembahasan perda pertanggungjawaban dan

pelaksanaan APBD;
f. penyusunan bahan analisis data dukungan jaringan aspirasi;
g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas

dan fungsi; dan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja

sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Dukungan Penganggaran adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. menyiapkan bahan, mengumpulkan serta mengolah data dukungan
penganggaran untuk bahan pertimbangan keputusan serta kebijakan
Pimpinan DPRD;

c. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan
dukungan penganggaran;

d. menyusun dan mengolah data dalam rangka pengajuan usulan prioritas
program kebutuhan dukungan penganggaran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan
lembaga/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dukungan
penganggaran;

f. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi rapat pembahasan APBD;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

(4) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
a. Subbagian Dukungan Penganggaran; dan

b. Subbagian Dukungan Pengawasan dan Aspirasi.
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danjataulaing. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

Pasa116
(1) Subbagian Dukungan Pengawasandan Aspirasidipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaandukungan pengawasan
dan aspirasi berdasarkan rencana kerja bagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian
DukunganPengawasandan Aspirasimempunyaifungsi:
a. penyusunan bahan rumusan rapat pengawasan;
b. penyusunan bahan rapat Badan MusyawarahDPRD;
c. penyusunan analisis bahan pelaksanaan kode etik "Badan Kehormatan"

DPRD;
d. penyusunan analisis bahan dukungan pengawasanpenggunaan anggaran;
e. penyusunan bahan pengawasanpelaksanaan kebijakandalam daerah;

f. penyusunan perencanaan kegiatan hearing dialog dengan pejabat
pemerintah dan masyarakat;

g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas
dan fungsi;dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja
sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Dukungan Pengawasan dan Aspirasi adalah
sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program
kerja Sekretariat DPRD;

b. penyusunan analisis bahan dukungan pengawasanpenggunaan anggaran;
c. penyusunan bahan pengawasanpelaksanaan kebijakan dalam daerah;
d. penyusunan perencanaan kegiatan hearing dialog dengan pejabat

pemerintah dan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi,integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas

dan fungsinya;
f. melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;

l. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.
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Pasal19
PembiayaanSekretariat DPRDdibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja
DaerahKabupatenGarut.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal18
Tenaga Ahli DPRD mempunyai tugas dan fungsi membantu DPRD dalam
memberikan telaahan, kajian serta masukan dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris
DPRDserta dibentuk menurut usul dari anggota DPRDdan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

BABIV
TENAGA AHLI DPRD

Pasal17
(1) Pengaturan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional di lingkungan

Sekretariat DPRDakan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan
jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Pembentukan, penetapan jenis dan Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAH III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.

J.

i.

mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolehkonsep surat yang benar;
melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

k.

h.
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DENISUHERLAN
BERlTA DAERAH KABUPATENGARUT
TAHUN 2019 NOMOR 143

Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENGARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

Ditetapkan di Garut
pada tangga131 • 12 - 2019
B U PAT I GAR U T,

ttd

Pasa121
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasa120
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP
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